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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Evaluasi 

1.  Definisi Evaluasi 

 Evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis 

untuk menghimpun, menganalisis, serta menafsirkan informasi dengan tujuan 

menilai sejauh mana suatu program, aktivitas, atau kebijakan berhasil 

mencapai sasaran yang telah ditentuukan. Melalui evaluasi, dapat diketahui 

aspek keberhasilan maupun kelemahan dari elaksanaan suatu kegiatan, 

sehingga hasilnya dapat dijadikan landasan dalam pengambilan Keputusan, 

perbaikan, dan peningkatan kualitas. Evaluasi tidak hanya berfokus pada 

pencapaian akhir, tetapi juga menelaah proses yang berlangsung, sehingga 

mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dan efesiensi 

suatu program atau kegiatan (Warsah, 2022). 

Secara garis besar, evaluasi terdiri atas tiga aspek yang saling 

berhubungan: 

a. Aspek Input 

Menitikberatkan pada kesiapan sumber daya, perencanaan, serta sarana 

yang digunakan dalam suatu kegiatan. Pada tahap  ini, evaluasi menilai 

apakah tenaga kerja, dana, fasilitas, dan  rancanggan program telah 

memadai  untuk mendukung pelaksanaan. 

b. Aspek  Proses 

 Berfokus pada bagaimana  kegiatan dijalankan  sesuai dengan standar 

atau prosedur yang berlaku. Evaluasi pada tahap ini meninjau 

konsistensi pelaksanaan, kepatuhan terhadap aturan, serta kualitas 

interaksi yang terjadi selama kegiatan berlangsung. 

c. Aspek Output atau Outcome 

 Menilai hasil yang diperoleh,  baik dalam bentuk kuantitatif maupun 

kualitatif. Evaluasi pada tahap ini mengukur tingkat pencapaian tujuan 

program, dampak yang ditimbulkan, serta manfaat yang dirasakan oleh 

penerima kegiatan. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut 
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memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas, efesiensi,  

dan mutu suatu program atau kebijakan. 

B. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 

1. Definisi Pelayanan Kefarmasian 

Pelayanani kefarmasianq merupakan layanan kesehatan yang dilakukan 

secara langsungg dan penuh tanggung jawabb kepadaa pasien, berhubungan 

dengan penggunaan obat, dengan tujuann memperoleh hasill yang optimali 

dalam rangka meningkatkan kualitas hidupp pasien. Di Puskesmas, pelayanan 

kefarmasian harus mendukungg tiga perann utama, yaitu sebagai pusat 

penggerak pembangunan yangg berorientasi pada kesehatan, sebagai wadah 

pemberdayaan masyarakat, serta sebagaiu pusat pelayanan kesehatan tingkat 

pertama yang mencakup pelayanan kesehatan individuu maupun pelayanan 

kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan, 2016). 

Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas bertujuan untuk 

(Kementerian Kesehatan, 2016): 

a. Menjagaa dan meningkatkant kualitas pelayanan kefarmasian di 

Puskesmas agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

b. Memberikan perlindungan serta kejelasank hukum bagi tenaga 

kefarmasian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

profesionalnya 

c. Menjamin perlindungan bagi pasiene dan masyarakat dari penggunaan 

obat yang tidak rasional, tidak aman, maupun tidak memenuhil standary 

mutu. 

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi (Kementerian 

Kesehatan, 2016): 

a. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai  

b. Pelayanan Farmasi Klinik 

2. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai 

Pengelolaan obat merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, 

yang dimulai dari perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, 

penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan 

pengarsipan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Tujuannya adalah untuk 
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menjamin kelangsungany ketersediaan dan keterjangkauang obat dan bahan 

medisr habis pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkanb 

kompetensi atau kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem 

informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan 

(Kementerian Kesehatan, 2016). 

Kegiatan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai meliputi 

(Kementerian Kesehatan, 2016): 

a. Perencanaan Kebutuhan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai 

Perencanaan kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai merupakan 

suatu proses sistematis yang dilakukan oleh Puskesmas untuk memastikan 

ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan 

masyarakat. Proses ini mencakup kegiatan pemilihan, penentuan jenis, serta 

perkiraan jumlah obat dan bahan medis habis pakai yang akan digunakan 

dalam periode tertentu. Tujuan perencanaan yaitu untuk memperoleh 

(Kementerian Kesehatan, 2016): 

1) Perkiraan jumlah sediaan farmasi serta bahan medis habis pakai yang 

sesuai dengan kebutuhan pelayanan. 

2) Optimalisasi penggunaan obat secara rasional untuk  meningkatkan 

mutu terapi. 

3) Peningkatan efisiensi dalam pemakaian obat agar tidak terjadi 

pemborosan. 

Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di 

Puskesmas dilaksanakan secara berkala oleh Ruang Farmasi. Dalam 

prosesnya, pemilihan jenis dan jumlah sediaan dilakukan dengan 

memperhatikan pola konsumsi obat dan bahan medis pada periode 

sebelumnya, tren penyakit yang berkembang di wilayah kerja, rencana 

pengembangan layanan kesehatan, serta data mutasi persediaan yang ada. 

Dengan pendekatan ini, perencanaan kebutuhan diharapkan mampu 

menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan  bahan medis habis pakai secara 

tepat, efesien dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan 

masyarakat. 
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Proses pemilihan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di 

Puskesmas harus berlandaskan pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) 

serta Formularium Nasional. Tahapan ini melibatkan tenaga kesehatan yang 

ada di Puskesmas, seperti dokter, dokter gigi, bidan, perawat, serta pengelola 

program yang berkaitan dengan pelayanan pengobatan. Puskesmas 

diwajibkan menyampaikan data penggunaan obat melalui LPLPO sebagai 

dasar perencanaan Selanjutnya, instalasi farmasi tingkat kota melakukan 

analisis dan kompilasi kebutuhan sediaan farmasi di wilayah kerjanya, 

dengan menyesuaikan padaketersediaan anggaran, memperhitungkan buffe

r stock, mengantisipasi kemungkinan kekosongan obat, serta mencegah 

terjadinya kelebihan persediaan (Kementerian Kesehatan, 2016). Buffer 

stock adalah persediaan cadangan yang disiapkan untuk mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. 

b. Permintaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai 

  Tujuani permintaant sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah 

memenuhik kebutuhan sediaan farmasih dan bahan medis habis pakai di 

Puskesmas, sesuaix denganr perencanaan kebutuhan yang telah dibuat. 

Permintaan diajukank kepadal Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,  Sesuai 

dengani ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

pemerintah daerah setempat. 

c. Penerimaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai 

Penerimaano sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan 

kegiatane untuk menerima pasokan dari Instalasil Farmasi Kabupaten/Kota 

sesuai denganr permintaani yang telaht diajukani sebelumnya. Tujuang daril 

prosesi inis adalah memastikang bahwan obatg dan bahan medis yang 

diterimak benar-benar sesuail dengan kebutuhano Puskesmas berdasarkan 

permintaan yang telah diajukan. Tenaga kefarmasian wajib melakukan 

pemeriksaang terhadapi sediaan farmasi maupun bahan medis habis pakai 

yang diterima. Pemeriksaan tersebut mencakup jumlah petik atau kemasan, 

jenisr dan jumlah sediaan, serta kesesuaian bentuk sediaan dengan dokumen 

LPLPO. Setiap penerimaan harus disertai tanda tangan tenaga kefarmasian 

dan diketahui oleh kepala Puskesmas. Apabila terdapat ketidaksesuaian 
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dengan persyaratan, tenaga kefarmasian berhak mengajukan keberatan. 

Selain itu, masa kedaluwarsa sediaan farmasi yang diterima harus lebih lama 

setidaknya satu bulan dari periode pengelolaan di Puskesmas (Kementerian 

Kesehatan, 2016). 

d. Penyimpanan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai 

Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah 

kegiatan pengelolaan terhadap obat yang diterimal agaru tetap aman, tidak 

mengalami kehilangan, serta terlindungi dari kerusakan fisik maupun kimia. 

Proses ini dilakukan untuk menjamin mutu obat sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk menjaga mutu 

sediaan farmasi di Puskesmas agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

melalui pertimbangan yaitu (Kementerian Kesehatan, 2016): 

1) Jenis dan bentuk sediaan harus diperhatikan dalam penyimpanan. 

2) Kondisi khusus pada kemasan (misalnya sensitif terhadap cahaya atau 

kelembapan) wajib dipatuhi sesuai penandaan. 

3) Karakteristik mudah terbakar atau tidak perlu menjadi 

pertimbangan dalam penyimpanan. 

4) Narkotika dan psikotropika harus disimpan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5) Lokasi penyimpanan sediaan farmasi tidak dipakai guna menyimpan 

barang yang lain yang memunculkan pencemaran. 

Tata cara menyimpan dan Menyusun obat: 

1) Pengaturan penyimpanan obat  

Pengaturang obat dikelompokkang berdasarkang bentuki sediaang 

dan disusun secara alfabetis berdasarkan nama generiknya. Contoh 

kelompoku sediaan tablet, kelompoku sediaan sirupi dan lain-lain. 

2) Penerapan Sistem FIFO dan FEFO  

Salahi satuk pendekatan manajemen stok yang umum digunakan 

dalam sistem pelayanang farmasil adalah metode FIFO (First In First 

Out) dan FEFO (First Expired First Out). Metode FIFO menekankan 

bahwal obat yangi masuk lebih awalu harus keluar terlebih dahulu 

tanpa mempertimbangkang tanggalu kedaluwarsa. Sebaliknya, metode 
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FEFO lebih mengutamakang pengeluarang obat berdasarkang tanggal 

kedaluwarsan yang paling dekat, sehinggal dapati mengurangis risiko 

obatu tidak terpakaik karenaw kedaluwarsa. Kedua metode ini 

bertujuang untuk meningkatkang efisiensil dan efektivitas penggunaan 

stokr serta menjagal stabilitas ketersediaan obat (Hasanah et al., 2024).  

3) Obat yang sudah diterima 

Disusunk sesuail dengan pengelompokan untuk memudahkan 

pencarian, pengawasan dan pengadilan stok obat. 

4) Golongan antibiotik  

Harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, terhindar dari cahaya 

matahari, disimpan ditempat kering. 

5) Vaksin dan serum 

Penyimpanan vaksin dan serum harus ditempatkan dalam wadah 

yang tertutup rapat, terlindungi dari paparan cahaya, serta disimpan di 

dalam lemari es. Kartu suhu yang ada pada lemari es harus senantiasa 

diisi secara teratur (Lumentut, Pelealu & Wullur, 2015). 

6) Obat injeksi 

  Obat injeksi disimpan di tempat yang terlindung dari paparan sinar 

matahari langsung. 

Penyimpanan obat berdasarkan suhu (Manu, 2020): 

1) Penyimpanang padal suhur kamars adalah disimpan pada suhu 15°C 

- 30°C. Contoh obat : Sediaan padatu atau oralk dan alkes. 

2) Penyimpanang di tempatu sejuke adalah disimpang padat suhu 5°C- 

15°C. Contoh Obatnya : Injeksi, salep mata, dan tetese telinga. 

3) Penyimpanang di tempat dinging adalah disimpang pada suhu 0°C - 

5°C. Contoh Obatnya : Seperti obat sitotoksik (sediaan suppose, 

insulin, dan serum). 

4) Penyimpanang di tempat lewat dinging adalah disimpang pada suhur 

-15°C - 0°C. Contoh Obatnya : Propiretik suppose. 

  Penyimpanang narkotikal mesti mempunyail lokasi khusus dalam 

menyimpan narkotika yang sesuai dengan syarat yaitu (Permenkes RI 

No 5, 2023): 
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1)  Lemari khusus untuk narkotika harus dibuat dari kayu atau bahan 

lain yang sesuai. 

2) Lemari penyimpanan wajib memiliki sistem kunci ganda dengan 

arah berlawanan. 

3) Lemari dibagi dua masing-masing memilikix kuncil yang 

berlawanan, bagiang satur dipakai dalam menyimpang penitidin, 

morfin, maupung garam dan persediaang narkotika. Bagiang dua 

dipakail dalam menyimpang narkotika yang dipakai. 

4) Ukuran lemari khusus kurang lebih 40 x 80 x 100 cm. 

5) Lemari khusus hanya boleh digunakan untuk menyimpan narkotika, 

tidak untuk bahan lain. 

6) Kunci lemari harus dipegang oleh petugas yang memiliki wewenang. 

7) Lemari khusus harus ditempatkan di lokasi yang aman dan tidak 

terlihat oleh masyarakat. 

e. Pendistribusian Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai 

Pendistribusiang sediaang farmasi dan bahang medis habis pakai adalah 

kegiatang penyalurang serta penyerahang obat dan perlengkapang medis 

secara teratur dan merata gunal memenuhir kebutuhan unit pelayanan 

farmasi Puskesmas beserta jaringannya. Tujuan dari pendistribusiang ini 

adalah memastikang ketersediaan obat di setiap subu unita pelayanan 

kesehatang dalam wilayah kerja Puskesmas dengan jenis, kualitas, jumlah, 

dan waktul yang sesuai. 

f. Pemusnahan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai 

Penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi maupun bahan medis habis 

pakai yang tidak layak digunakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Penarikan sediaan farmasi yang tidak 

memenuhi persyaratan dilakukan oleh pemegang izin edar, baik berdasarkan 

instruksi dari BPOM maupun atas inisiatif sukarela, dengan kewajiban 

melaporkan secara berkala kepada kepala BPOM. Sementara itu, penarikan 

bahan medis habis pakai dilaksanakan terhadap produk yang izin edarnya 

telah dicabut oleh Menteri. Pemusnahan dilaksanakan bagi sediaan farmasi 

atau bahan medis habis pakai jika (Kementerian Kesehatan, 2016): 
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1) Produk tidak sesuai syarat kualitas 

2) Sudah kadaluarsa 

3) Tidak sesuai dengan syarat guna dipakai pada layanan kesehatan 

4) Izin edar dicabut 

Tahap memusnahkan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai 

mencakup: 

1)  Membuat daftar sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai 

yang akan dimusnahkan. 

2)  Menyusun berita acara sebagai dokumen resmi pemusnahan. 

3)  Mengatur koordinasi terkait metode, lokasi, dan jadwal 

pemusnahan. 

4)  Menyiapkan tempat khusus untuk pelaksanaan pemusnahan. 

5)  Melaksankan pemusnahan sesuai dengan jenis, bentuk, serta 

ketentuan peraturan yang berlaku. 

g. Pengendalian Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai 

Pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan sesuai 

dengan program dan strategi yang telah ditetapkan, sehingga ketersediaan 

obat di unit layanan kesehatan dasar tetap seimbang tanpa terjadi 

kekurangan maupun kelebihan. 

h. Pencatatan, Pelaporan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai 

Pencatatan dan pelaporan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka 

penatalaksanaan obat dan bahan medis habis pakai secara tertib, obat dan 

bahan medis habis pakai yang diterima, disimpan, distribusikan dan 

digunakan di Puskesmas atau unit pelayanan lainnya. Tujuannya untuk bukti 

bahwa pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai telah dilakukan, 

sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian, dan sumber 

data untuk pembuatan laporan. 

i. Pemantauan atau Pengevaluasian Pengelolaan Obat dan Bahan Medis 

Habis Pakai 

Seluruh kegiatan pengelolaan sediaan farmasi maupun bahan medis habis 

pakai wajib dilaksanakan sesuai dengan SOP. SOP tersebut ditetapkan oleh 
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Kepala Puskesmas dan harus ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat. 

Pengevaluasian atau pemantauan pengelolaan sediaan farmasi ataupun 

bahan medis habis pakai dilaksanakan secara berkala yang bertujuan untuk 

(Kementerian Kesehatan, 2016): 

1) Mengantisipasi serta mengendalikan kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis 

pakai, sehingga mutu dan pemerataan layanan tetap terjaga. 

2) Melakukan perbaikan berkelanjutan melalui pengelolaan sediaan 

farmasi dan bahan medis habis pakai secara konsisten. 

3. Pelayanan Farmasi  Klinik 

Pelayanan farmasi klinik adalah bagian dari pelayanan kefarmasian yang 

berfokus langsung pada pasien dan memiliki tanggung jawab terhadap 

penggunaan obat serta bahan medis habis pakai (Kementerian Kesehatan, 

2016). 

Tujuan utama dari pelayanan farmasi klinik adalah menjamin penggunaan 

obat yang rasional, sehingga pasien memperoleh terapi yang tepat sesuai 

indikasi, dosis, dan aturan pakai. Selain itu, pelayanan farmasi klinik juga 

berperan dalam mendukung efisiensi penggunaan obat, dengan memastikan 

bahwa obat yang diberikan sesuai kebutuhan dan menghindari pemborosan 

sumber daya. Melalui kegiatan konseling, monitoring terapi obat, dan 

pelayanan informasi obat, apoteker berupaya meningkatkan kepatuhan pasien 

terhadap pengobatan, sehingga hasil terapi dapat tercapai secara optimal. Pada 

akhirnya, seluruh rangkaian kegiatan pelayanan farmasi klinik ditujukan untuk 

meningkatkan mutu kehidupan pasien (Trinovitasari et al., 2024). 

Pelayanan farmasi klinik meliputi (Kementerian Kesehatan, 2016): 

a. Pengkajian dan Pelayanan Resep 

Pengkajian dan pelayanan resep dalam praktik farmasi klinik mencakup 

pemeriksaan aspek administrasi, penilaian kesesuaian terapi obat, serta 

proses penyiapan dan penyerahan obat kepada pasien. Tahapan ini dilakukan 

untuk memastikan bahwa resep yang diberikan benar-benar sesuai dengan 

indikasi medis, memiliki dosis yang tepat, aturan penggunaan yang jelas, 

serta aman dari kemungkinan interaksi obat yang merugikan. Pada proses 
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tersebut, apoteker berperan sebagai tenaga profesional yang menilai 

rasionalitas resep sebelum obat diserahkan, sehingga terapi yang dijalankan 

dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan tetap menjamin keselamatan 

pasien. 

b. Pelayanan Informasi Obat (PIO) 

Pelaksanaan pelayanang informasi obat merupakang kewajibang 

farmasisi yang didasarkang padal kepentingang pasien, dimanas salah 

satur bentuk pelayanang informasig obat yang wajib diberikang oleh 

tenaga farmasis adalah pelayanang informasi yang berkaitang dengang 

penggunaang obat yang diserahkang kepada pasieng dang penggunaang 

obat secara tepat, amang dan rasional atas permintaang masyarakat. 

Pemberiang informasi obat memiliki peranang penting dalam rangka 

memperbaikis kualitas hidup pasieng dan menyediakan pelayanan 

bermutul bagi pasien. Kualitas hidup dan pelayanang bermutuk dapat 

menurung akibat adanya ketidak patuhang terhadap program pengobatan. 

Penyebab ketidakpatuhang tersebut salahi satunya disebabkang kurangnya 

informasil tentang obat. Selain itu, cara pengobatang yang kompleks dan 

kesulitang mengikutir cara pengobatang yang diresepkang merupakang 

masalah yang mengakibatkang ketidak patuhan terhadap pengobatan. 

Selaing masalah kepatuhan, pasieng juga dapat mengalamil efek yang 

tidak diinginkang dari penggunaang obat. Dengang diberikannya 

informasi obat kepada pasieng makak masalah terkait obat seperti 

penggunaang obat tanpar indikasi, indikasi yang tidak terobati, dosis obat 

terlalu tinggi , dosis subterapi, serta interaksi  obat dapat dihindari 

(Adityawati, Latifah and Hapsari, 2016). 

c. Konseling 

  Konseling merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan 

penyelesaiang masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaang obat 

pasieng rawat jalan dan rawat inap, serta keluarga pasien. 

Tujuang dilakukannya konseling adalah memberikang pemahamang 

yang benar mengenai obat kepada pasien/keluarga pasieng antara lain 

tujuang pengobatan, jadwal pengobatan, caran dan lamag penggunaan 
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obat, efek samping, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanang dan 

penggunaang obat. 

d. Ronde/Visite Pasien  

Yaitu aktivitas kunjungang ke pasien rawat inap yang dilaksanakan 

dengan mandiri ataupun bersamam tim profesis kesehatang yang laing 

yang mencakup perawat, dokter, ahli gizi maupung lainnya.  

Tujuan dilaksanakannya kunjungang pasieng yaitu: 

1) Melakukang pemeriksaang obat pasieng 

2) Merekomendasikang pada dokter untuk memilih obat secaral 

mempertimbangkang diagnosa ataupung keadaang klinis pasien. 

3) Mengamati perkembangang klinis pasieng yang berkaitang dengang 

pemakaiang obat. 

4) Berkontribusi aktif untuk penentuang keputusang tim profesi 

kesehatang pada terapi pasien. 

e. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) 

   Monitoring efek samping  obat (MESO) merupakang kegiatang 

pemantauang setiap respong terhadap obat yang merugikang atau tidak 

diharapkang yang terjadi pada dosis normal yang digunakang pada 

manusia untuk tujuang profilakis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi 

fungsi fisiologis. 

Tujuang dari monitoring efek samping obat (Kementerian Kesehatan, 

2016) : 

1) Menemukang efek samping obat sedini mungking terutama yang 

berat, tidak dikenal dang frekuensinya jarang. 

2) Menentukang frekuensi dan insidensi efek samping obat yang sudah 

sangat dikenal atau yang baru saja ditemukan. 

f. Pemantauan Terapi Obat (PTO) 

Pemantauang terapil obat merupakang proses yang memastikang 

bahwa seorang pasieng mendapatkang terapi obat yang efektif, terjangkau 

dengang memaksimalkang efikasi dan meminimalkang efek samping. 

Tujuang dari pemantauang terapi obat (Kementerian Kesehatan, 2016): 

1) Mendeteksi masalah yang terkait dengan obat. 
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2) Memberikang rekomendasi penyelesaiang masalah yang terkait 

dengang obat. 

Kriteria pasien: 

1)  Anak-anak dan lanjut usia, ibu hamil dan menyusui. 

2)  Menerimal obat lebih dari 5 (lima)jenis. 

3)  Adanyal multidiagnosis. 

4)  Pasieng dengang gangguang fungsi ginjal atau hati. 

5)  Menerima obat dengang indeks terapi sempit. 

6)  Menerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi obat   

yang merugikan. 

g. Evaluasi Penggunaan Obat 

Evaluasi penggunaang obat merupakang kegiatang untuk mengevaluasi 

penggunaang obat secara terstruktur dan berkesinambungang untuk 

menjaming obat yang digunakang sesuai indikasi, efektif amang dan 

terjangkau (rasional). 

Tujuan dari evaluasi penggunaan obat (Kementerian Kesehatan, 2016): 

1) Mendapatkang gambaran pola penggunaan obat pada kasus tertentu. 

2) Melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan obat tertentu.  

Setiap kegiatang pelayanang farmasi  klinik, harus dilaksanakang 

sesuail standar prosedur operasional. Standar Prosedur Operasional (SOP) 

ditetapkang oleh Kepala Puskesmas. SOP tersebut diletakkang di tempat 

yang mudah dilihat.  

C. Puskesmas 

1. Definisi Puskesmas 

Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan kabupaten 

atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan 

kesehatan disuatu wilayah (RI, 2019). Puskesmas sebagaik pusat pelayanang 

kesehatanlpertamalmenyelenggarakan kegiatangpelayanang kesehatang 

tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungang, yang 

meliputi pelayanang kesehatang perorangang (private goods) dan pelayanang 

kesehatang masyarakat (public goods). Puskesmas melakukang kegiatan-

kegiatang termasuk upaya kesehatan Masyarakat. 
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Menurut Peraturang Menteri Kesehatan RI No, 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatang Masyarakat, Pusati Kesehatang Masyarakat (Puskesmas) 

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 

kesehatang masyarakat dan upaya kesehatang perseorangang tingkat 

pertamal dengang lebih mengutamakang upaya promotive dan preventif, 

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di 

wilayah kerjanya (Kesehatan and Indonesia, 2014). 

Menurut Keputusang Menteri Kesehatan RI No.128/Menkes/SK/II/2004 

tujuang pembangunang kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas 

adalah mendukung tercapainya tujuan Pembangunan nasional, yaitu 

meningkatkang kesadaran, kemauan dan kemampuang hidup sehat setiap orang 

yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas, agar terwujud derajat 

kesehatang yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat 

(Menkes, 2004). 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatang RI No. 74 Tahung 2016 tentang 

Standar Pelayanang Kefarmasiang di Puskesmas. Puskesmas adalah unit 

pelaksanal teknis dinas kesehatang Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan Pembangunan kesehatan di suatau wilayah kerja. 

Puskesmas merupakan pusat pengembangan pembinaang dan pelayanang 

kesehatang dalam Pembangunang kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai 

ujung tombak dalam Pembangunan kesehatang mempunyai tugas pokok dalam 

melaksanakan usaha promotive, preventif, kuratif, dan rehabilatif 

(Kementerian Kesehatan, 2016). 

2. Fungsi Puskesmas 

Fungsi Puskesmas menurut Peraturang Mentri Kesehatan RI No. 75 Tahun 

2014 adalah: 

a. Penyelenggaraan UKM Tingkat Pertama di Wilayah Kerjanya 

Puskesmas berupaya mendorong individu, keluarga, masyarakat, dan 

dunia usaha agar memiliki kesadaran, kemauan, serta kemampuang untuk 

menjaga kesehatang diri sendiri maupung lingkungan. Selain itu, Puskesmas 

menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam memperjuangkan 

kepentingang kesehatan, termasuk dalam hal pembiayaan, serta melibatkan 
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mereka dalam proses penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan program 

kesehatan. Upaya pemberdayaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan 

kondisi dan situasi, terutama aspek sosial budaya masyarakat setempat 

(Menkes, 2004). 

b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya 

Puskesmas memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan 

kesehatan dasar secara berkesinambungan pada tingkat pertama, meliputi: 

1) Pelayanan kesehatan perorangan (Private Goods) adalah Pelayanan 

kesehatan yang bersifat individual bertujuan terutama untuk 

mengobati penyakit dan memulihkan kondisi kesehatan pasien. 

Namun, aspek pemeliharaan kesehatan serta pencegahan penyakit 

tetap menjadi perhatian. Bentuk pelayanan ini mencakup layanan 

rawat jalan maupun rawat inap (Menkes, 2004). 

2) Pelayanan kesehatan masyarakat (Public Goods) adalah Pelayanan 

kesehatan yang bersifat umum ditujukan terutama untuk menjaga dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mencegah 

timbulnya penyakit. Meski fokusnya pada pemeliharaan dan 

pencegahan, aspek penyembuhan dan pemulihan tetap diperhatikan.  

Bentuk pelayanan publik ini mencakup kegiatan seperti promosi 

kesehatan, pengendalian penyakit, perbaikan kondisi lingkungan, 

peningkatan gizi, penguatan kesehatan keluarga, program keluarga 

berencana, layanan kesehatan jiwa masyarakat, serta berbagai 

program kesehatan masyarakat lainnya (Menkes, 2004). 

D. Kerangka Konsep 

Variabel Bebas     Variabel Terikat   Parameter 

 

          Sesuai 

 

 

         Tidak Sesuai 

 

Pelayanan 

Kefarmasian di 

Puskesmas 

Peraturan Menteri Kesehatan 

No. 74 Tahun 2016. 

a.  Pengelolaan Sediaan 

Farmasi dan Bahan 

Medis Habis  Pakai. 

b. Pelayanan Farmasi 

Klinik. 

Gambar 1. Kerangka Konsep 
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E. Definisi Operasional 

Definisi operasional penelitian ini adalah pelayanan kefarmasian di 

Puskesmas yang mencakup seluruh kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan 

kesehatan yang meliputi: 

1. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan 

serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, 

pendistribusian, pemantauan, dan pengendalian terhadap obat-obatan, alat 

kesehatan, serta bahan medis habis pakai agar tersedia dalam jumlah, mutu, 

jenis, dan waktu yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. 

2. Pelayanan farmasi klinik adalah kegiatan pelayanan kefarmasian yang  

berorientasi langsung pada pasien, yang meliputi pengkajian dan pelayanan 

resep, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien, 

monitoring efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), dan 

evaluasi penggunaan obat. 

F. Hipotesis 

 Kesesuaian penerapan pelayanan kefarmasian dengan peraturan Menteri 

Kesehatan No. 74 Tahun 2016 di UPT Puskesmas Medan Labuhan. 

  


